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Berkas Tuntas, Besek Pelimphan Ke PN Tipoka

Korupsi DD
Kedataran

KOTABINTUHAN - Kades
Kedataran, Kecamatan Maje
non aktif Jubesok(5/9) akan
dilimpahkan JPU ke Pen-
gadilanNegeri (PN)Tipikor
Bengkulu.Termasuk berkas
perkara kasus. Pelimpahan
ini setelah satu bulan di-
tahan penyidikPidsusKejari
Kaur. Selanjutnya kasus DD
Kedataran tahun 2016 akan
masuk persidangan.

Pelimpahan tskdanbarang
bukti ini tindak lanjuti dari
penyerahan tahap kedua
dari penyidik Pidsus Kejari
Kaur ke JPU. Pelimpahan
dan serah terimatahap ked
ua ini dilaksanakan kemarin
(4/9) di Rutan Malabero
Bengkulu. Ju didampingi
kuasa hukum sementara

dari Kejari Kaur, Kasi Pidsus
RikyMusriza,SH,MH.

Riky mengatakan20harike
depan Jusudahjaditahanan
JPU. Sementara JPU akan
segera menyusun berkas

perkara dan surat dakwaan
sebelum kasus ini dilimpah
kan ke PNTipikorBengkulu.
"Hari ini serah terima tahap
kedua, setelahsemua berkas
Mtanilai lengkap. Mungkin
dua hari ini, berkas akan kita
limpahkan ke PN Tipikor.
Agarkasus inisegeramasuk
proses persidangan di PN
TipikorBengkulu," kata Ka-
jari Kaur Douglas P Naing-
golan, SH, MH melalui Kasi
Pidsus Riky Musriza, SH,
MH kemarin siang.

Kejari Kaur telah meng-

geledah KantorCamatMaje.
SejauhiniKejari Kaur hanya
menetapkan Ju sebagai ter-
sangka. Sementara perang-
kat desa dan TPK (Tim
Pelaksana Kegiatan) sete
lah diperiksa tidak terlibat
dalam penyimpangan DD
tahun 2016.

Ju tersandung korupsi DD
tahun2016dengan kerugian
negara mencapai Rp 370
juta.Total DD tahun 2016 di
Desa Kedataran Rp 600 juta.
Dari hasil keterangan Kajari
KaurDouglasPNainggolan,

bH, MM pembangunan
bronjong dan meubeler
yang dilaksanakan tahun
2016 diduga ada belanja
barang yang fiktif.

Kegiatan juga tidaksesuai
RAB. Kegiatan dikatagorikan
mark up sekitar 80 persen.
Danadipegangkades,tidak
melibatkan bendahara ke
giatan. Ju melanggar pasal 2
ayat 1subpasal 3ataupasal
9 UU Nomor 31 tahun 1999
joUUNomor20 tahun2001
tentangPemberantasanTin
dak Pidana Korupsi.(cik)


